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Abstract

People growth and urbanization in urban area ha~' fmplied on
increasing of housing need. The problem' 'araises, sin'ce the,·, housing
supply islnwer than housing ,need, 'especfally', for,'middlelow ,'income
people.

The government had beeniliilialed todevelO~ ,corehc)usespoficy
and offered housing development 'subsidies, fli'roiJghKPR' (Kredif
Pemilikan Ramah) for middle low 'income peoplE;:' Based on t~ispolicy,

smafland middle scale housings were ser)arcitediy built 'by both public
and private developers, This situ3tionimplied 0/1 araising new problems
since 1he housingdevelopmenlspreadly' squatted"ihurban areas. It
impacts on un~integratedpI2n:ljng and high cost' of infrastructure
maintenance.

ltis important to promote a new approach to supply housing for
middle low income peopl~ that more appropriate to urban integrated
planning, named as KAS1BA (Kaw8san Slap Bangan). This paper aims
to describeKASIBA in the term of goal managemem, involved <agents,
and finance method.
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A.PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan penduduk
dan proses urbanisasi yang pesat di
daerah perkotaan membawa dampak
yang besar terhadap kebutuhan akan
perumahan dan permukiman.
Sampai saat ini kecepatan,
pembangunan, perumahan ·belum
dapat mengimbangi laju
pertumbuhan penduduk. Masalah
terbesar timbul pada masyarakat
golongan menengah rendah, yaitu
keterbatasan mereka memperoleh
tempat tinggal yang layak.

Pemerintah telah berusaha
untuk membantu golongan
masyarakat berpenghasilan
menengah rendah tersebut untuk
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dapat memiliki rumah yang layak,
dengan membangun rumah-rumah
sederhana dan menyediakan
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
yang suku bunganya disubsidi
oleh pemerintah dan
pengembaIiannya dapat diangsur.
Penyediaan KPR BTN ini ternyata
telah membangkitkan minat para
pengusaha swasta untuk
menyediakan perumahan bagi
masyarakat , berpenghasilan
menengah rendah. Sebagian
besar dari mereka membangun
perumahandalam skala kedl dan
sedang sehingga menghasilkan
pola permukiman yang terpencar­
pencar. Pola permukiman seperti
ini yang tanpa dilandasi rencana
tata ruang perkotaan yang
















